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ONE DOOR INTEGRATED SERVICE 
IN TANA TIDUNG DISTRICT 

DICKY SUMASTYONO 
di c ky. s 11 nl astyo no (f1)gn1 a i I .com 

ABSTRACT 

fJ11hlic service iY one of-rhc 11u1i11 tusks of-the ci1·i/ 11/JfJUralus Hl1ich has al1t·urs hccn in 

the JJ11h!ic .\jJOtiigh r. T'lrt' /e1 ·el of .\11ccess of· the in11J/cn11:11tatio11 cu11 he seen _/ro1n the 
re.\jJ011se of thl' fJco1ife \1·hv felt !he rcs11!ts t!irect~v. 7711: Oni"-S'to1J !11tegratcll Scr1·icc 
as illljJ/cn1c11tct! in Tana l"'it/1111,t; l?egl.'11cr is u JJrioril_l' ser1·icc to the co1111111111i(r 11-/iich 
until no1i: has not hcen op1i111al. such as: the process o_f.iss11i11g !icensl:'s is sloH·, the 
number of'en1plo_yees is inatlequate and the lack t~f-carrying cupacil}' o.f'training. It can 
be seen n·hether the in11Jfen1e11tation has heen e/fi:cti1·e and as e_J::pectcd. Tiu! o~jectives 
o.fthis sfu(fy· are:!) lo describe the ejfhrts n1acle by the Regional (iovernnu!nf of'Tanc1 
Til/1111g Regenc,y in i1n17len1enti11g a one-st0/7 integratecl licensing service polic.v; 2) 
anafvze the .factors that i11fl11enc<! the success (?!.the one-stop integrate(/ licensing 
service in J(111a Til/ung l?egenc;'. T71is study uses a qualitative n1ethod clescriptive 
approach. The results a,( this stt1d,v are: 1) <;ffhrts that have been n1ade by the Regional 
Governn1ent o,f'Tana 1/dung Regency so that successfully i1nplen1enti11g PTSP policies 
include: clelegation <?/. a11thorif}1 to the Head of PTSP ./'or on beha(f' o,f· the Bupati to 
establish ancl sign doc11n1ents in the licl:'nsing, simplification of i11ft>r111ation sen-·ices, 
sin1plfficatio11 requirements, recl11ce ltpplication .files, clarify sen•ice procedures, 
accelerate the completion <?(the process, there is certainty I transparenly of:fees, and 
exemption of fees for several types o.f permits, certificates and joh search cards 
according to regula1ions. 2) _factors that il'(/lllence the success o,f the implementation 
process of' the one-stop integratell licensing service S}'Slem in Tuna Ticlung Regency 
inc!ttde: co111n1unicatio11, resources oti·n<!d, bureaucratic or ilnJJlementing attitudes, 
organizational structure including bureaucratic lvorliflow, hureaucratic compliance 
ivith the bureaucrac)' i11 ahove. the ex:istence of a smooth routine and the absence of - . 
problems. implementation ancl clesired impacts (benefits) fron1 all JJrogran1s that are 
clirected. 

Keywortls: PTSP l)olil~l', Pennission File, One-Stop Integrated Ser\·ice, Simplification 
ofse1vices 
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PELAYANAN TERPADU SATU PINTll DI KABUPATEN TANA TIDUNG 

DICKY SUMASTYONO 
d ir kv .s 11111astvono(i1 o rnail.co n1 

ABSTRAK 

Pelayanan publik sa!ah satu tugas utan1a aparatur sipil yang selalu 1nenjadi sorotan 
n1asyarakat. Tingkat keberhasdan penyelenggaraannya tcrli hat dari respon n1asyarakat 
yang n1erasakan lang:.ung hasilnya. P-::layanan Tcrpadu Satu Pintu sebagai1nana yang 
diin1ple1nentasikan <li Kabupaten Tana Tidung 1nenjadi prioritas layanan kepada 
1nasyarakat yang sampai saat ini belu1n opti1nal, scpcrti: proses penerbitan perijinan 
la1nbat. jumlah pegawai be!un1 1ncmadai dan kurangnya daya dukung diktat. Hal ini 
dapat diketahui apakah pelaksanaannya telah efektif dan sesuai yang diharapkan. 
Adapun tujuan penelitian ini yaitu: I) n1endeskripsikan upaya-upaya yang tclah 
dilakukan Pernda Kabupatcn Tana Tidung dalam mengimplentasikan kebijakan sistem 
pelayanan perijinan terpadu satu pintu; 2) n1enganalisa faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan proses pelayanan perijinan terpadu satu pintu di 
Kabupaten Tana Tidung. Pcnelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan 
kualitatif. Adapun basil penelitian ini adalah: I) upaya-upaya yang tel ah dilakukan 
Pemda Kabupaten Tana 1'idung sehingga berhasil mengi1nplentasikan kebijakan PTSP 
antara Jain: pendelegasian kewenangan kepada Kepala PTSP untuk atas nama Bupati 
untuk menetapkan dan n1enandatangani surat-surat di bi dang perijinan, penyederhanaan 
layanan informasi, penyederhanaan persyaratan, mengurangi berkas pcrmohonan, 
memperjelas prosedur pelayanan, percepatan waktu proses penyelesaian, ada 
kepastian/transfaransi biaya, dan pen1bebasan biaya beberapa jenis perijinan, akte dan 
kartu pencari kerja sesuai pcraturan. 2) faktor-faktor yang mcmpengaruhi kcberhasilan 
proses implementasi kebijakan sistem pelayanan perijinan terpadu satu pintu di 
Kabupaten Tana Tidung antara lain: komunikasi, su1nber daya yang dimiliki, sikap 
birokrasi atau pelaksana, struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi, tingkat 
kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya, adanya kelancaran rutinitas dan tidak 
a<lanya masalah, pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikchendaki dari semua 
program yang ada terarah. 

Kata Kunci: Kebijakan PTSP, Berkas Perijinan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
Penyederhanaan layanan 
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MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 

PERNYATAAN 

T APM yang berjudul "Pelayanan 'l'erpadu Satu Pintu di Kabupatcn ·rana Tidung" 
adalah basil karya saya sendiri dan seluruh sUillber yang dikutip maupun yang 

dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. 

Apabila di kemudian hari temyata ditemukan penjiplakan (plagiat), maka saya 
bersedia menerima sanksi akademik. 

Tarakan, IO Nopember 2018 

Yang menyatakan, 

Dicky Sumastyono 

NIM. 501574789 
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BABIV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Un1un1 Lokasi Penelitian 

I. Deskripsi l,okasi 

Kabupaten Tana Tidung <libentuk sesua1 dcngan UU Non1or 34 Tahun 2007 

tcntang Pembentukan Kabupatcn Tana Tidung, dan merupakan kabupaten 

pcn1ekaran dari Kabupatcn Bulungan. Kahupaten ini ken1ud1an disahkan olch 

Prcsidcn RI pada tanggal I 0 Juli ~007 dan Kahupaten Tana l"idung rcsn1i 1nenjadi 

Kabupaten ke-10 atau Daerah Otono1n ke-14 di Provinsi Kalimantan Ti1nur, 

dengan dilantiknya Penjabat Bupati Tana Tidung pada tanggal 18 Desember 2007. 

Sctclah lahimya UU No1nor 20 Tahun 2012 pada tanggal 25 Oktober 2012 

tentang pcmbentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Kalin1antan Utara yang 

inerupakan pernekaran dari Provinsi Kalitnantan Timur, maka Kabupaten Tana 

Tidung menjadi salah satu kabupaten pada wilayah pemekaran Provinsi 

Kalimantan Utara tersebut. 

Penelitian dilakukan pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung, untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan Pelayanan 'ferpadu Satu Pintu (PTSP). Dinas ini baru 

terbentuk pada tahun 2017 dengan dasar Peratura11 Daerah No1nor 04 Tahun 2016 

tentang Pe1nbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung. 

Selanjutnya didasarkan pada Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 

2018 ten tang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan 

43 
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Non Perizinan Pada Dinus Pernana1nan Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung. 

Ruang lingkup pelayanan publik dalain Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta 

pelayanan adn1inistratifyang diatur dala1n pcraturan pcrundang-undangan. Pasal 5 

ayat (3) Pclayanan barang publik 1neliputi: 

a. Pcngadaan dan penyaluran harang puhlik yang dilakukan olch instansi 

pcn1cr1ntah yang sebagian atau seluruh dananya bersu1nber dari anggaran 

pe11dapatan dan belanja negara <lan/atau anggaran pendapatan dan belanja 

daerah; 

h. Pengadaan dan penyaluran barang puhlik yang dilakukan oleh suatu badan 

usaha yang modal pcndiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari 

kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 

c. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pem-biayaannya tidak 

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran 

pendapatan dan belanja dacrah atau badan usaha yang modal pendirian-nya 

sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau 

kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi m1s1 

negara yang ditctapkan dala1n peraturan perundang-undangan. 
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Sctncntara itu, Pasal 5 ayat ( 4) pelayanan atas jasa publik tncliputi: 

a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh 

dananya bersu1nber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau 

anggaran pendapatan dan helanja daerah; 

b. penyediaan jasa publik olch suatu badan usaha yang modal pendiriannya 

sebagian atau selun1hnya ver-sumber dari kekayaan negara dan/atau 

kekayaan daerah yang dipisahkan: dan 

c. penyediaan _jasa publik yang pc1nbiayaannya tidak bcrsun1bcr dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah 

atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya 

bersu1nber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, 

tctapi ketersediaan-nya menjadi misi negara yang ditetapkan dala1n 

peraturan perundang-undangan. 

Pada Pasal 5 ayat (7) pelayanan administratifmeliputi: 

a. Tindakan administratif pemcrintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur 

dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan 

perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. 

b. Tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh 

negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan scrta ditcrapkan 

berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. 
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Berdasarkan Keputusan Me11teri Pendayagunaun Aparatur Negara Non1or 

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman U1nun1 Penyelenggaraan Pelayana11 

Publik dan Keputusan Mentcri Pcndayagunaan Aparatur Negara Non1or 

KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pcdoman lJ1nu1n Penyusunan lndeks Kepuasan 

Masyarakat Unit Pelayanan lnstansi Pe1nerintah, bah\.va yang di1naksud dengan 

pelayanan puhlik adalah scgala kcgiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelcnggara pclayanan publik sebagai upayn pen1enuhan kcbutuh[!n peneriina 

pclayanan, maupun dala1n rangka pclaksanaan kctcntuan pcraturan pcrundang-

undangan. 

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 

a. Kedudukan 

1) Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Pelayanan Terpa<lu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana 

otonomi daerah, penyelenggara urusan pe1nerintahan daerah di 

bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Pelayanan Tcrpadu Satu Pintu; 

2) Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja. Transmigrasi dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 

yang dalam 1nelaksanakan tugasnya berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Kedudukan ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan 

Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tenta11g Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung. 
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b. Tugas Pokok 

Dinas Penana1nan Modal, Tenaga Kerja, Trans1nigrasi clan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu metnpunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

pe1nerintahan dacrah di bidang Penanatnan ModaL l'enaga Kerja, 

Transmigrasi dan Pclayanan 'fcrpadu Satu Pintu berdasarkan asas 

otonomi pc1nbantuan 

c. l<'ungsi 

Untuk n1e1nyelenggarakan tugas pokok sebagain1ana di1naksud dalan1 

pasal 35, Dinas Penana1nan Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Pclayanan Terpadu Satu Pintu 1ne1npunyai fungsi : 

I) Peru1nusan kcbijakan teknis hidang penana1nan 1nodal, tenaga 

kerja, transn1igrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesua1 

de11gan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah; 

2) pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan 

pengendalian kebijakan teknis penanaman modal, tenaga kerja, 

transmigrasi dan pelayanan terpadu satu pintu; 

3) pen1binaan dan pelaksanaan tugas pcnanarnan modal; 

4) pembinaan dan pelaksanaan tugas tenaga kerja: 

5) pembinaan dan pelaksanaan tugas transmigrasi; 

6) pembinaan dan pclaksanaan tugas pelayanan terpadu satu pintu; 

7) penyelenggaraan urusan kesekrctariatan; 

8) pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; 

9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesua1 dengan 

bidang tugas dan fungsinya. 
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d. Susunan Organisasi 

Susunan Organisasi Dinas Penanan1an Modal, 
Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri 

I. Kepala Dinas: 

2. Sekretariat. 1nc1nbawahkan ; 

'fenaga 
dar:i : 

a. Sub Bagian Perencanaan Progra1n dan Keuangan; 

b. Sub Bagian U1nun1 dan Kepegawaian. 

3. Bidang Penanan1an Modal, n1cn1ba\vahkan : 

a. Seksi Data Jnfonnasi Dan Pengendalian Pelaksanaan 

Penanan1an t\.1oda1: 

48 

Kerja, 

b. Seksi Pcrcncanaan, Pengemabngan dan Pro1nosi dan Penanaman 

Modal. 

4. Bidang Tenaga Kcrja, 1nemba\vahkan: 

a. Seksi Penetnpatan dan Pc\atihan Ketenagakerjaan; 

b. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsosnaker. 

5. Bidang Transmigrasi, 1nembawahkan : 

a. Scksi Pembinaan, Pcmbcrdayaan da11 Pelayanan Masyarakat 

Transmigrasi; 

b. Seksi Pemukiman, Perpindahan dan Pengembangan Kawasan 

Transmigrasi. 

6. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 1ne1nbawahkan: 

a. Seksi Pelayanan Perijinan Usaha; 

b. Seksi Pelayanan Non Perijinan Usaha. 

7. Kelornpok Jabatan Fungsional. 

3. Keadaan Pegawai 

Secara keseluruhan jumlah pegawai pada Dinas Penanaman Modal Tenaga 

Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 33 (tiga 

puluh tiga) orang yang tcrbagi dibcbcrapa bidang dan seksi. Secara khusus 
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pada Bidang PTSP ter<lapat 9(sembilan) orang pegav.1ai dengan rincian sebagai 

berikut: 

Tabel I.I 

Jun1lah Pega,vai pada Bidang PTSP 

No Jenis .Jabatan Jumlah 
---- --

I. Kepala Bidang 1 Orang 

1 Kepala Scksi 2 Orang 

3_ Staf Pclaksana 6 Ora11g 
-- - --- ------------··· 

Jutnlah 9 Orang 

Sumbcr: Bagian Umuni dan Kepega;.vaian tahun 20/R 

Jika melihat dari ju1nlah yang ada pad a bi dang P'J'SP tersebut, jumlah ini 1nasih 

sangat sedikit. Melil1at dari rincian pckcrjaan yang dilakukan yaitu menerima 

berkas pcrmohona11, melakukan verifikasi berkas, meninjau lapangan, 

memproses ijin ini tidaklah berbanding lurus dengan jumlah pegawai yang ada. 

Dari jumlah pegawai yang ada tersebut, kualifikasi pendidikan yang dimiliki 

adalah bermacam-macam. Ada pegawai dcngan tingkat pendidikan SMA, 03 

dan SI. Kualifikasi tingkat pendidikan dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel 1.2 
Jumlah Tingkat Pendidikan Pegawai 

-
No Tingkat Pendidikan Jumlah 

L SMA 3 Orang 

2_ 03 l Orang 

3_ SI 5 Orang 

Jumlah 9 Orang 
---

Sumber: Bagian Umum dan Kepegait:aian tahun 2018 
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Kualifikasi pendidikan juga 1nenentukan kon1pctcnsi pega\va1 dala1n 

1nclakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Selain dala1n keseharian 

dituntut untuk cekatan dalan1 bekerja, pendidikan me1npengaruhi kualitas hasil 

dari apa yang dilakukan. Selain itu dari data yang ada. pega\vai dengan tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi tclah 1nen<lu<luki posisi jabatan yaitu kepala 

hidang dan kepala seksi (sumber data bagian kepegawaian1 dan un1um tahun 

2018). 

B. Hasil Penelitian 

1. l\.'lekanismc Pelayanan Perizinan 

a. Dasar Kebijakan atau Pcrda yang digunakan 

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan perizinan dan non pcrizinan pada 

dinas pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Tana Tidung mengeluarkan 

Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian 

Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas 

Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Tana Tidung. Berisi tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang 

selanjutnya disingkat PTSP a<lalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu 

kesatuan proses n1ulai dari tahall pennohonan sa1npai dengan tahap penyelesaian 

produk pelaya11an 1nelalui satu pintu. Pcraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 

Tcntang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada 

Penanarnan Modal dan Pelayanan Perizinan l"erpadu Kabupaten Tana Tidung, 

Peraturan Bupati No1nor 30 Tahun 2013 ·rentang Pctunjuk Tcknis Standar 

Pelayanan Pemberian Izin Tertentu dan Perizinan Lainnya pada Kantor 

43744.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



51 

Penana111an Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupatcn Tana Tidung, 

Peraturan Bupati No1nor 23 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Administraasi Terpadu Kccan1atan Pada K<intor Pcnanan1an Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Kabupaten Tana Tidung. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 

2017 tcntang Tata Kerja Dinas Kantor Penanan1an Modal dan Pelayanan 

Perizinan T erpadu Satu Pintu. 

"Kahiu dasarnya sih sudah jclas ya. Pcraturan Daerah Non1or 04 Tahun 

2016 ten tang Pen1bentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah Kabup<Jten Tana 

'ridung adalah dasar pen1bentukan dinas karni. lalu pcrbup no. 36 tahun 

20 l 8 ten tang pendelegasian \Vewenang penyelcnggaraan pelayanan 

pcrijinan dan non perijinan." 

Demikian menurut hasil \Vawancara dengan Kepala Bidang PTSP. 

Penyelenggaraan Pclayanan Tcrpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu 

program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Memangkas 

birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan scbagai upaya mencapai 

good govern<lncc>lkepemerintahan yang baik. 

b. Bentuk Pelayanan yang dibcrikan 

Didasarkan pada Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang 

J>endelegasian We\venang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan Pada Dinas Pemana1nan Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan 

Pelayanan Tcrpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung, PTSP melayani 

penerbitan perizinan sebanyak 97 layanan (lihat lampiran ke-1) : 

Hasil wawancara dengan pctugas di bagian pe1nrosesan ijin : 
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"Ka1ni 1nclayani ada 97 jenis ijin, tapi tidak sen1uanya berjalan karena tidak 

ada petnohon yang n1engajukan. ya11g sering ka1ni layani sih ya IMB, SITU, 

SIUP, SIUJK, TDP. Dari 97 jenis ijin itu ya masih ada ijin praktek, ijin 

pariwisata dan lain-Jain." 

De1nikian jugn diungkapkan kcpala Bidang PTSP : 

"Kalau dasamya sih sudah jelas ya, Peraturan Dacral1 Nomor 04 Tahun 

2016 tt:ntang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah Kabupaten Tana 

Tidung adalah dasar pen1bentukan dinas ka1ni. lalu perbup no. 36 tahun 

2018 tentang pendelegasian \VC\venang penyclcnggaraan pclayanan 

perijinan dan non periJinan. Dari pcrbup pendelegasian kev.·enangan itu. 

kan1i n1enangani pcncrbitun pcrjinan dan non perijinan schanyak 97 jenis 

ijin." 

Peraturan tcrsebut dapat 1ncnciptakan kepastian bagi aparat pemerintah di 

Kabupaten Tana Tidung dalam melaksanakan tugasnya, kepastian bagi penanam 

1nodal, dan kepastian bagi masyarakat u1nu1n. Meskipun demikian, diperlukan 

juga pengaturan mengenai mekanisme dan tata cara pelayanan terpa<lu satu pintu 

yang dituangkan dala1n Standar Operasional Prosedur pada setiap jenis ijin yang 

diterbitkan. 

c. Pers:yaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh pelayanan 

Syarat-syarat untuk pengurusan izin yang ada di PTSP Kabupaten 1-ana Tidung 

telah disusun sesederl1ana dan seringkas mungkin supaya masyarakat yang datang 

untuk mengurus perizinan mudah untuk memenuhinya. Masyarakat yang akan 

mengurus izin cukup datang ke PTSP Kabupaten Tana Tidung untuk mengetahui 

persyaratan apa saja yang diperlukan. PTSP Kabupaten Tana Tidung sangat 
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terbuka 111engenai persyaratan perizinan ini, karena keterbukaan ini bertujuan 

untuk kelancaran dari proses perizinan itu sendiri. 

Kesedcrhanaan dan kejelasan persyaratan yang <litetapkan di PTSP Kabupaten 

Tana Tidung ini sesuai dcngan prinsip pelayanan puhlik dala1n Pedoman U1nu1n 

Pcnyelenggaraan Pelayanan Publik yang tertuang dalaa1n KEPMENPAN Nomor 

63/KEP/M.PAN/712()03 yang di dalamnya 1nenyatakan bahVv'a salah satu unsur 

yang harus terpenuhi yaitu soal kejelasan. Kejelasan yang di1naksud disini yaitu 

soal kcjclasan persyaratan teknis dan adn1inistrasi. 

Persyaratan umum untuk setiap pengurusan izin pada PTSP Kabupaten Tana 

T idung ad al ah : 

I. Mengajukan Pennohonan Surat lzin yang hen<lak di urus ditujukan kepada 
Bupati Tana Tidung Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 
dengan 1naterai Rp. 6.000,-

2. Surat Pemyataan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui Kepala 
Lingkungan/Dusun, Kcpala Desa!Lurah, dan Camat 

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
4. Fotocopy Bukti Pelunasan SPPT PBB Tahun berjalan 
5. Rekomendasi dari Kepala Desa!Lurah diketahui oleh Camat 
6. Akta pendirian perusahaan (Khusus untuk Usaha Usaha yang berbadan 

hukum) 
7. Rekomendasi dari instansi teknis (Khusus usaha tertcntu) 
8. Keterangan Situasi Bangunan (KSB) mengenai batas-batas dan gar1s 

sempadan bangunan (Khusus IMB) 
9. Gambar rencana bangunan 2 (dua) rangkap (Khusus IMB) 

l 0. Foto berwama ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) Le1nbar 

Menurut petugas di bagian pemroses ijin : 

"Persyaratannya mengisi formulir yang kami sediakan, kemudian melengkapi 
berkas persyaratan seperti fotokopi KTP, Rckomcndasi dari Dcsa, ataupun 
Akta perusahaan, pasfoto dan lain-lain ya11g telah kami tetapkan sesuai jenis 

perijinan yang diajukan." 
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Persyaratan n1erupakan hal yang harus dipcnuhi oleb pen1ohon untuk 111eperoleh 

izin yang di1nohonkan. Persyaratan-persyaratan tersebut berupa doku1ne11 atau 

surat-surat kelengkapan dan surat pe111yataan. Sen1ua persyaratan harus di11enuhi 

untuk dapat dilakukan proses selanjutnya. 

d. l\-1ekanisme/proscdur pelayanan perizinan 

Prosedur dan proses pelayanan dapat be1jalan dengan baik apabi\a ada kcrja sa1na 

antara pihak-pihak yang tcrlibat secara langsung. dalam hal ini pihak yang terkait 

yaitu pihak PTSP Kabupaten Tana Tidung sebagai pihak yang 111e1nberi pe

layanan dan 1nasyarakat sehagai pcmohon (1nenerin1a pelayanan). Pctnohon I 

1nasyarakat harus menjalankan prosedur yang ada dcngan benar dan inemper

siapkan persyaratan yang dberikan oleh PTSP Kabupaten Tana Tidung kepada 

pe1nohon de-ngan lengkap supaya pelayanan bisa be1jalan dengan cepat dan dapat 

memuaskan masyarakat dalam memberikan pelayanan. 

Prinsip pelayanan publik dalam KEPMENPAN Nomor 63/KEP/M.PAN 1712003 

tentang Pcdoman Umum Pe-nyelenggaraan Pelayanan Publik men-jelaskan 

kesederhanaan merupakan hal yang harus diterapkan. Kesederhanaan tersebut 

herupa kesederhanaan prosedur pelayanan yang di susun sedemikian rupa agar 

tidak berbelit-belit sehingga mu<lah untuk <lipaha1ni dan <lilaksa11akan. 

Kesederhanaan prosedur di PTSP Kabupaten Tana Tidung juga dapat dilihat dari 

ba-gan alur dalam proses pe1nberian pcla-yanan satu pintu. Melalui bagan model 

pelayanan tersebut dapat dimengerti alur suatu berkas perizinan yang masuk 

diproses 1nelalui prosedur yang telah ditetapkan sehingga pada akhimya keluar 

surat kcputusan izinnya. 
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Bcrikut adalah hasil \Va\vancara dengan staf dibagian pe1nrosesan ijin: 

"Prosedun1ya sih pemohon bisa datang kesini, lalu ka1ni !ayani dengan 

1neng1s1 forrnulir pendaftaran. Pe1nohon harus 1nelengkapi beberapa 
kelengkapan persyaratan n1engajukan ijin." 

Ditan1bahkan uraian oleh petugas tcrsebut: 

"Sctclah 1ne1nenuhi persyaratan dan kelengkapan tadi. karni akan lakukan 

peninjauan pada hari yang kan1i tentukan, dan jika disetujui akan ka1ni 

terbitkan ijinnya. dan dimintakan tandatangan. Tapi scn1ua n1cn1ang butuh 

waktu untuk n1en1prosesnya. '' 

Persyaratan perijinan herupa doku1ncn-dokun1en yang harus dipenuh1 oleh 

pernohon. Sehingga dalan1 1ne1nenuhi pcrsyaratan yang ada, pe1nohon harus 

1nelengkapi doku1nen-dokumen yang di1ninta dan dibutuhkan. 

2. Pelayanan Tcrpadu Satu Pintu di Kabupatcn Tana Tidung 

a. Transparansi 

Dalam wa\vancara dengan salah seorang aparat pelayanan perizinan di PTSP 

Kabupaten Tana Tidung yang bertugas di bagian loket pelayanan dikutip: 

"Mekanisme pelayanan perizinan dikantor kami sebenamya sudah sangat 
jelas dan transparan, karena pe1nohon yang ingin melakukan izin dapat 
memperoleh infonnasi secara jelas dan terbuka. Kami juga menyediakan 
layanan inf01masi melalui media elektronik jaringan internet dengan 
mcngakscs website kami. Disana akan didapatkan infonnasi secara 
gamblang dan pcn1ohon juga bisa langsung berkomunikasi dengan kami 
tentang perizinan yang akan diajukan." 

Dengan demikian, pelayanan per1z1nan di PTSP Kabupaten Tana Tidung 

sudah cukup baik dibandingkan dengan sebelumnya, karena rnasyarakat tidak lagi 

beranggapan bah\va pcngurusan berkas periinan 1tu sulit dan ribet. Masyarakat 

juga tidak perlu 1nendatangi banyak kantor yang merniliki prosedur berbeda di 
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setiap kantor. Nan1un ha! tersehut tidak scjalan dengan yang diungkapkan oleh 

scorang pemohon yang ingin n1engajukan izin usaha yang didirikannya: 

"Saya 111cngurus perizinan SITU dan SllJP, n1en1ang infonnasi yang 
disampaikan pada awal 111engajukan pertnohonan sudah cukup jelas. Na1nun 
ketika saya sudah mengajukan ijin, dan ijin saya belum jadi-jadi, saya 
tanyakan kapan sclcsainya? Ja\vaban yang diberikan tidak pasti, katanya 
1nasih diSekretariat Daerah untuk ditandatangani. Namun tidak bisa 
111e1nberikan kepastian kapan selesainya." 

Ketikn ha! ini dikonfi1111asi kcpadu Kepala Seksi Pelayanan Perijinan LJsaha, 

didapatkan hasil kutipan \vawancara: 

"Yah 1nen1ang untuk kepastian sclesainya proses perijinan kan1i tidak dapat 

1nemberikan kepastian. Karena untukj saat ini penandatanganan berkas 

perijinan oleh Bupati dan prosesnya harus melalui pengesahan dari pejabat 

dibawahnya. Namun kakami bcrupaya untuk tetap transparan dan 

men1berikan infon11asi kcpada pemohon apabila ijinnya sudahjadi" 

Salah satu prinsip dalmn pelayanan terpadu satu pintu adalah kepastian 

waktu, yang bcrarti pemrosesan permohonan perizinan dan non perizinan dapat 

disclcsaikan dala1n waktu yang telah ditetapkan tanpa mcmperhatikan skala usaha 

pemohon, prinsip ini juga yang harus dilaksanakan olch PTSP Kabupaten Tana 

'l"idung selaku Badan penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu pintu di 

Kabupatcn Tana Tidung. Dalam wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan 

Pcrizinan Usaha PTSP Kabupaten Tana Tidung dikutip: 

"Persoalan waktu pemerosesan izin kami sudah cukup transparan, 
1nasyarakat atau pemohon perizinan bisa inelihat sendiri standar waktu yang 
kami pajang di bagian intOrmasi. Kalau me1nang ada ya11g tidak sesuai 
silahkan sampaikan ke layanan pengaduan". 
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\Va\vancara dengan salah satu petugas di bagian pen1rosesan izin 1nengatakan 

hah\va : 

"Pen1ohon yang 111elakukan izin pen1rosesannya rata-rata sesuai dengan 
standar yang ditetapkan kantor, kecuali jika a(_la masalah di dala1n n1engisi 
tOnnulir, biasanya surat izin petnrosesan terla1nbat jika konfirmasi dari 
pemohon !a1nbat ditanggapi. T eta pi jika konfinnasi dilakukan secepatnya, 
pcmrosesan tetap berjalan sesuai dengan standar kantor. Karena jika 
inendap<it pcnnasalahan tersebut, ka1ni langsung mcnghubunginya me\alui 
telepon." 

Kctcrbukaan atau transparansi dalan1 pclayanan n1cn1buat infonnasi 1nudah 

dipahan1i dan tidak diraguka11 lagi kebenarannya. Keterhukaan dalan1 pelayanan 

bcrhubungan dengan infiJnnasi ber:ita, pemyataan, dan kebijakan publik yang 

1ncmpengaruhi petnahaman 1nasyarakat atas infonnasi yang <liter:ima oleh 

masyarakat luas tanpa ada keragu-raguan sehingga infonnasi yang disampaikan 

menjadi jelas dan 1ncmber:ikan kepastian. 

Selanjutnya Kepala Bidang PTSP Kabupaten Tana Tidung menyatakan: 

"Untuk beberapa jenis perizinan kami sangat berharap kerja sama dan 
profesionalisme dari ti1n teknis, karena walaupun telah di SK kan untuk 
berkantor di sini, terkadang ti1n teknis juga jarang berada disini. Sehingga 
ha! ini tentu bisa menjadi penghatnbat dalam penyelenggaraan pelayanan 
perizinan di PTSP Kabupaten Tana Tidung." 

Pembentukan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada 

dasainya ditujukan untuk menyederha11akan birokrasi pelayanan perizinan dan 

non-perizinan yang salah satunya adalah mempercepat waktu pelayanan dengan 

1nengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting, seperti waktu 

yang dihabiskan oleh pemohon izin untuk mendatangi berbagai instansi. 

Koordinasi yang lebih baik antar instansi yang terkait dengan perizinan juga akan 

sangat berpengaruh terhadap percepatan layanan perizinan. 
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b. Akuntabilitas 

Pelayanan perizinan 1nerupakan salah satu bagian penting dalan1 sektor 

pelayanan publik di Kabupatcn Tana Tidung 1nengingat cukup tingginya 

kcbutuhan masyarakat ataslegalitas perijinan. Oleh karena itu. Pen1erintah 

Kabupaten Tana Tidung melalui PTSP Kabupaten ·rana 'l'idung dituntut bukan 

hanya 111a1npu 111cnyclcnggarakan na1nun <lapat lebih 1ne1nu<lahkan n1asyarakat 

<lalam 1nelakukan proses pennohonan periLinan. 

Dala1n pasal 7 Undang- Undang No.28 tahun J 999 111enjelaskan bah\va yang 

di1naksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bah\va setiap kcgiatan 

<lan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus <la pat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat I rakyat sebagai pen1egang kedaulatan 

tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang 

bcrlaku. 

Syarat penyelenggaraan penz1nan merupakan hal pertama yang harus 

dipenuhi masyarakat agar pennohonan 1z1n yang diajukan kepada PTSP 

Kabupatcn Tana Tidung dapat diproses. Jadi sudah seharusnya syarat ini harus 

ada, tetapi bukan untuk memberatkan masyarakat. 

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Kepala Bidang PTSP Kabupaten Tana 

Tidung: 

"Pennohonan per1z1nan di Kabupaten Tana Tidung masih rendah karena 
wilayah Kabupaten Tana Tidung yang bcgitu beragam, luas dengan 
geografis yang sulit diakses dengan perjalanan darat, sehingga masyarakat 
enggan mengajukan pennohonan perijinan. Pennohonan izin ini cukup 
tinggi tinggi ditahun-tahun scbelumnya, na1nun saat ini menurun. Namun 
demikian ka1ni harus betu\-betul menyeleksi dan 1nenetapkan syarat yang 
tepat. Syarat-syarat ini bukan untuk membatasi tctapi untuk 1nenghindari 
tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab". 
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Terlalu rentannya praktik-praktik penipuan dan percaloan discktor 

pelayanan publik khususnya pelayanan pcrizinan n1e1nang menjadi 1nasalah dalan1 

upaya menciptakan pe!ayanan yang prin1a bagi 1nasyarakat. Berikut kutipan 

\vawancara dc11gan Kepala Bidang PTSP: 

"Syarat-syarat pcrizinan di PTSP Kabupatcn Tana 'ridung kami harap dapat 
n1enunjukkan kcpada masyarakat bah\va syarat penyelenggarnan pcrizinan 
tidak lagi sulit seperti dull1. schingga tnasyarakat dapat 111elakukan 
pcnnohonan pcrizi11a11 sendiri tanpa n1elalui calo lagi. Di san1ping itu kan1i 
sengaja 1nencantumkan beberapa syarat tentang data diri dan fotn pe1nohon 
schingga potcnsi-potensi untuk praktik pcrcaloan sc1nakin kecil". 

Kemudahan yang telah diberikan dalan1 hal persyaratan penyelenggaraan 

pcrizinan ini tentu dapat 1nen1bcrikan dorongan positif bagi masyarakat di 

Kabupaten Tana Tidung untuk lcbih percaya kepada pihak penyelenggara 

perizinan, dalam hal ini PTSP Kabupaten Tana Tidung. Seperti yang 

diungkapkan oleh seseorang yang mengurus pcrijinan untuk usaha dagang eceran 

yang dikelolanya: 

"Sekarang 1nengurus pcr1z1nan untuk usaha tidak sesulit dulu lagi. 
Sebelu1nnya jika mengurus izin usaha saya harus mcndatangi beberapa 
dinas dan setiap dinas rnemiliki syarat yang bennacam-rnaca1n padahal 
kalau dilihat syaratnya hampir serupa di setiap dinas. Saat ini saya 
mengurus izin usaha saya dan ternyata syaratnya sudah tidak sebanyak dulu, 
kalau kata petugas yang menjelaskan ini namanya pelayanan terpadu satu 
pintu". 

Dari kemudahan dalam melayani tentu akan didapatkan basil yang baik 

dalam proses pcncrbitan perijinannya. Baik hasil berkas ijinnya maupun kepuasan 

dari pemohon tersebut. Dei1gan adanya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
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Pintu pcn1ohon akan lebih ringkas dalan1 111elakukan pcnnohonan tanpa perlu 

1nengajukan pennohonan ke berbagai instansi yang terlibat. 

c. Kondisional 

Salah satu indikator yang 1nenentukan keberhasilan penyclenggaraan 

pclayanan publik khususnya pelayanan perizinan adalah pelayanannya tcpat dan 

ditcrin1a dengan benar hal itu tentuny<l harus ditunjang olch kualitus su1nbcr daya 

n1anusia yang din1iliki olch pcnyclcnggara pelayanan pcrizinan. Kualitas SDt\1 ini 

bcrkaitan kemampuan setiap aparat pelaksana pelayanan perizinan dalam 

tncnjalankan kewajibannya 1nelayani kebutuhan 1nasyarakat atas jasa layanan 

perizinan. Sclain ke1nan1pua11 ya11g di111iliki oleh aparatnya, kualitas sumber daya 

n1anusia penyelenggara pelayanan perizinan juga dapat dinilai dari perilaku yang 

ditunjukkan oleh aparat pelaksana pe\ayanan perizinan dala1n melayani 

111asyarakat. Perilaku yang ditunjukkan oleh aparat pelaksana pe\ayanan perizinan 

tentu akan berdampak terhadap penilaian masyarakat atas layanan perizinan yang 

diselenggarakan. 

Berikut hasil wawancara dengan salah seorang yang pemah melakukan izin yang 

mengatakan bahwa : 

"Saya merasa dalarn pelayanan perizinan di kantor PTSP Kabupate11 Tana 
Tidung biasa saja, ini dibuktikan oleh pelayanan yang diberikan oleh 
pega\vai yang ada di kantor tersebut'' 

PTSP memang sangat memperhatikan tentang akurasi pelayanan yang 

diberikan, karena ha! tersebut merupakan salah satu misi dari PTSP Kabupaten 

Tana Tidung. Dengan terciptanya pelayanan yang akurat secara otomatis akan 

1nena1nbah minat masyarakat untuk melakukan proses perizinan. Beberapa cara 
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PcfSP Kabupaten Tana Tidung untuk n1enciptakan proses pelayanan yang akurat 

yaitu: 

1) Penyederhanaan Ad1ninistasi Petizinan 

Melakukan Penyederhanaan Ad1ninistasi Petizinan dengan membuat satu 

pennohonan perzinan untuk se1nua perizinan usaha dan 1nclakukan pelayanan izin 

paralel. 

2) Penyederhanaan Proses Perizinan 

f\.1e1nbuat SK Tin1 Teknis yang dite1npatkan dan hcrkantor di PTSP Kabuputen 

Tana Ti dung untuk 1ne1nbcrikan Rcko1nendasi T eknis la yak tidaknya izin tersebut 

diterbitkan. Dengan adanya tirn teknis 1naka dalam penerbitan izin tidak iagi 

berdasar dari rekomendasi dari SKPD yang berkaitan melainkan hanya melalui 

rckomendasi tim teknis sehingga pennohona11 hanya diproses pada satu tempat 

sesuai konsep PTSP. Melihat kondisi sekarang kantor PTSP Kabupaten Tana 

Tidung sudah sangat berhasil dengan proses pelayanan yang akurat. Hal tersebut 

diperkuat oleh salah seorang yang pernah melakukan perizinan usaha yang 

mengatakan bahwa : 

''Pelayanan yang akurat yang diberikan oleh pegawai yang ada pada kantor 
PTSP Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 
oleh kantor tersebut, hal ini mengakibatkan saya merasa puas karena 
kepen&rurusan izin saya sesuai dengan standar yang ditetapkan." 

Syarat dan 1nekanisme yang yang di tetapkan dalam penyelenggaraan 

pelayanan perizinan tentu akan berimbas terhadap waktu untuk menyelesaikan 

proses perizinan yang dibutuhkan masyarakat. Jangka waktu yang dimaksud di 

sini, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perizinan mulai dari 
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pcndaftaran dan dilengkapinya!dipenuhinya persyaratan teknis dan atau 

persyaratan administratifsan1pai dengan selcsainya suatu proses pelayanan. 

Sudah tentu harapan n1asyarakat adalah 1nen1perolch perizinan yang 

dibutuhkannya seccpat 1nungkin sesuai harapannya. Harapan 111asyarakat untuk 

jangka waktu perizinan yang dibutuhkannya, kemudian hcrupaya di pcnuhi oleh 

pe1nerintah n1ela\ui penyelcnggaraan pelayanan tcrpadu satu pintu. 

J)Aparat 

Jun1\ah dan Kema1npuan aparat dalain melaksanakan pelayanan n1cnjadi ha! 

mutlak yang diperhatikan. Ini berbanding lurus dengan banyaknya pelayanan 

perijinan yang akan diberikan kepada masyarakat selaku pcmohon. 

Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Bidang PTSP : 

''Kalau untuk jumlah pegawai sih, bisa dikatakan sangat kurang ya. Lihat 

saja kami melayani banyak sekali jcnis perijinan, na1nun secara teknis kami 

hanya memiliki Se1nbilan pegawai yangharus merangkap pekcrjaan." 

l-lal ini sejalan dengan yang dikatakan salah seorang petugas pelayanan : 

"Jumlah kami sangat kurang disini, bahkan saya harus menangani pekerjaan 

enerima permohonan, memeriksa berkasnya, ikut 1neninjau lapangan, dan 

saya juga yang membuat berkas ijinnya." 

Pembagian pekerjaan yang merata dengan jumlah pekcrjaan yang banyak maka 

1ne1nerlukan jumlah pegawai yang banyak pula. Jika jumlah pega\vai kurang 

1nemadai 1naka tnengakibatkan pembagian pekerjaan tidak merata dan dapat 

menimbulkan pegawai merangkap pekerjaan sehingga pekcrjaan menjadi 

mei1umpuk. 

4) Diklat Pegawai 
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Pelatihan dan pendidikan dapat 1ne1nperkenalkan pr1ns1p-pr1ns1p inti dari 

layanan publik,yang secara khusus terfokus kepada ruang lingkup dan kebijakan 

pelayanan di instansi pc1nerintah tcrkait dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

pelayanan publik. Matcri pelatihan dikon1binasikan dari tiga aspek dasar, yaitu: 

aspek tcknis pelayanan, aspek manaje1nen pelayanan, dan aspek integritas pribadi 

untuk pelayanan publik yang berkualitas. Materi difokuskan untuk 1ncn1ahan1i 

n1anajen1en 111utu. t:ara kcrja yang efektif untuk pelayanan berkua\itns, intcgritas 

dan kcpribadian positif untuk peluyanan hcrkua!itas. ko1nunikasi dan intcr<iksi, 

kecerdasan emos1onal dala1n pelayanan, tata kraina dan etiket pclayanan, 

JJelayanan dari hati yang me1niliki nilai-nilai pengabdian kepada bangsa dan 

negara. scrta cara 1nenangani realitas layanan di lapangan dari berbagai aspek 

pelayanan yang menyentuh persoalan sehari-hari dalam pelayanan pubhk. 

Dalam pelatihan dan pendidikan terjadi kegiatan yang interaktif, partisipatif, 

dan produktif Melaksanakan diskusi. pennainan dan kuis, demonstrasi dan 

praktek, presentasi, 1nenceritakan ccrita pclayanan, permainan peran, contoh

contoh kennnitan pelayanan, dan pen1ecahan masalah. Pegawai akan bekerja 

secara individual dan kelompok melalui berbagai contoh dalam realitas pelayanan. 

Contoh yang disediakan untuk lingkungan pelayanan seperti tatap muka, help

desk, dukungan call center. dan scbagainya. Para peserta juga mengeksplorasi 

sejumlah mctode untuk 111enangan1 keluhan publik, belajar bagai1nana 

mengatakan 'tidak', tapi tidak 1nenyakiti perasaan warga yang dilayani, dan 

menemukan cara untuk mengatasi tantangan yang berbeda secara profesional. 

Manfaat Pendidikan dan Pelatihan: (I) Mengurangi dan menghilangkan 

kinerja yag buruk; (2) Meningkatkan produktivitas; (3) Membentuk sikap, 
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loyalitas. da kcrja san1a yag lebih 111enguntungka11; (4) Men1cnuhi kebutuhan 

perencanaan sumberdaya 1nanusia; (5) Mengurangi ffekuensi dan biaya 

kecclakaan ke1ja; (6) Me1nbantu karya\van dalan1 peningkatan dan pengembangan 

prib<idi mercka. Kele1nahan dala1n sistc1n pcndidikan dan pelatihan yang ada saat 

ini adalah pendidikan dan pelatihan tidak dikaitkan dengan siste1n analisis jabatan 

sehingga pendidikan dan pelatihan tidak 111an1pu n1engupgradc kc1nampuan 

pega\vai dalan1 pelaksanaan tugasnya karcna tidak scsuui antara 1natcri pcndidikan 

dan pclntihan dcngan kcbutuhan pega\vai. 

Pendidikan dan pclatihan juga tidak dikaitkan dengan sistern ko1npensasi 

atau pola karir pegawai, sehingga pegawai tidak ter1notivasi untuk 1nelakukan 

pen<li<likan dan pelatihan tersebut atau kalaupun tennotivasi hanyalah sekcdar 

lulus, agar tidak merasa malu ketika kembali kc tcmpat bekerja. Kelamahan 

lainnya adalah pcndidikan dan pelatihan membutuhkan biaya yang cukup besar 

na1nun anggaran tidak mencukupi. Akibatnya pelayanan puhlik herjalanan tidak 

maksimal karena selain permasalan kelemahan diklat, pegawai pada daerah 

provinsi baru Kalimantan Utara juga jumlahnya masih sangat minim. 

Hasil wawancara dengan petugas pelayanan : 

"Kami jarang sekali mengikuti kegiatan diklat atau bitntek. Jadi kemampuan 

ka1ni ya tetap seperti ini. Padahal saat ini banyak sekali aplikasi perijinan 

online yang hartus kami pelajari" 

Peningkatan sumber daya aparatur harus selalu dilakukan, salah satu 

penunjangnya adalah dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

d. Partisipatif 

I) Rincian Bia ya 
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Biaya pelayanan perizinan yang din1aksud dalatn penelitian ini adalah 

besaran biaya ad1ninistrasi yang ditetapkan untuk setiap pelayanan pcrizinan, 

sebagai in1balan atas pc1nbcrian pelayanan u1num yang besaran dan tata cara 

pc1nbayarnnnya ditctapkan oleh pejabat :yang ber\venang sesuai ketentuan 

pcraturan perundang-undangan. 

Sela1na ini banyak yang 1ncnganggap bah1,.va penetapan biaya untuk layanan 

per1L1nan tidak \Vajar dan kadang 1ncngada-ada 0leh karena itu dihutuhkan 

ketetapan yang transparan untuk hia:-)'a pclayanan perizinan. Schingga dcngan 

ad an ya kcpastian akan biaya pelayanan sangat pen ting untuk me1nberikan jaminan 

kepada masyarakat untuk mengurus perizinan yang dibutuhkannya. 

Di sa1nping itu juga untuk 1ne1nperbaiki pandangan masyarakat atas 

pelayanan perizinan yang selama ini dianggap tidak wajar dalam penetapan biaya. 

Scpcrti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Non Perizinan Usaha 

PTSP Kabupaten Tana Tidung bahwa: 

"Banyak yang beranggapan bahwa biaya pelayanan publik terlalu 1nahal 
apalagi pe\ayanan perizinan. Oleh karena itu dengan 1nenggratiskan biaya 
pelayanan di PTSP Kabupaten Tana Tidung bertujuan untuk lebih 
meringankan masyarakat dalam mengurus perizinan, dan kami berharap ke 
depannya tidak akan lagi ada usaha yang tidak rnemiliki izin". 

PTSP Kabupaten Tana Tidung menetapkan sta11dar pelayanan untuk biaya 

Izin usaha dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1.3 

Jenis Izin Usaha Biaya 
No Jenis lzin Usaha 
1 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
2 Tanda Daf\ar Perusahaan (TDP) 

Bia ya 
Gratis 
Gratis 
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3 
4 
5 

Tanda Daftar Gudang (TOG) 
Tanda Dafar Industri (TDI) 
Izin Usaha Industri (JUI) 
Sumber data: PTSP, Tahun 2018 

Ciratis 

Gratis 
Gratis 
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Dari tahel diatas dapat dilihat bah\va biaya pelayanan untuk izin usaha yang 

ditetapkan tidak dikenakan biaya san1a sekali. Hal ini untuk mcncgaskan upaya 

pe1nerintah untuk 1nendorong 1nasyarakat untuk lcb1h partisipatif dalam 

kepemilikan izin. 

Bcrikut ini \Va\vancara Kcpala PTSP Kabupaten Tana Tidung: n1enyatakan: 

"Masyarakat tidak perlu khawatir untuk jenis perizinan yang dikenakan 
biaya retribusi karena di kantor ini tclah tersedia tabcl untuk penghitungan 
biaya retribusi setiap perizinan. Disamping itu, n1asyarakat hanya 111en1bayar 
biaya retribusi di loket Bankaltim yang ada di kabupaten ini. bukan lagi 
kepada petugas yang 1nenyerahkan izin." 

Tanggapan yang diberikan masyarakat untuk biaya pelayanan di PTSP Kabupeten 

Tana Tidung juga cukup positif dengan menggratiskan biaya pelayanan dan lebih 

terbuka dalam pcnetapannya. Seperti yang disa1npaikan oleh seorang yang igin 

mengurus izin bahwa: 

"Saya datang di kantor PTSP Kabupaten Tana Tidung mengurus SIUP 
untuk usaha kontruksi milik saya, awalnya saya mengira biayanya cukup 
mahal tapi ketika saya akan mengambil surat izinnya temyata untuk SIUP 
tidak dikenakan biaya, hanya biaya pembelian materai, tidak ada biaya lain 
yang diminta oleh petU!,,TUsnya." 

Komunikasi yang baik antara petugas dan pemohon tcntu akan beri1nbas terhadap 

tanggapan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh 

PTSP Kabupaten Tana Tidung. Oleh karena itu sebaiknya disa1nping melayani 

aparat pe\ayanan juga dapat membantu me1nberikan penjelasan kepada 

1nasyarakat yang mc1nbutuhka11 perizinan. Hal lain yang diungkapkan oleh aparat 
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yang be1iugas di bagian inforn1asi PTSP Kabupatcn Tana Tidung yang 

n1engatakan bahwa : 

"Tidak ada biaya yang diberikan kepada petugas yang 111cnycrahkan izn 
usaha. Tetapi, biasanya ada 1nasyarakat yang 1ne1nberikan uang sukarela 
sebagai ucapan teri1na kasih, dan ini sclalu ka1ni tolak" 

Upaya perbaikan kualitas pclayanan perizinan tentu harus berjalan lurus 

dcngan partisipasi 1nasyarakat dala1n 111engikuti peraturan yang tclah ditetapknn 

olch pe1nerintah. Budaya tip dan kebiasaan n1en1beri sogokan yang 1nasil1 sering 

d1lakukan oleh 111asyarakat n1alah scbuliknya akan 111en1berikan da1npak negatif 

tcrhadap upaya pe1nerintah dala1n perbaikan pelayanan publik. Atas fenomena 

rnasih banyaknya 1nasyarakat yang n1en1berikan biaya untuk 1ne1nperolch 

per\akuan khusus dan juga tip kepada pctugas, mercspon keras dengan 

menyatakan: 

"Jika kami menemukan ada petugas yang menerima uang yang di berikan 
oleh masyarakat baik tip maupun untuk memperoleh perlakuan khusus tentu 
akan ditindak tegas, karena sekecil apapun yang diberikan, itu tetaplah suap 
dan jelas melanggar peraturan. Karena itu kami telah menghimbau kepada 
seluruh petugas untuk tidak menerima apapun yang dibcrikan oleh 
penggunajasa, danjika 1nasih ada yang memberikan kami berharap petugas 
pelayanan dapat memberikan penjelasan tentang peraturan yang berlaku." 

Standar untuk biaya pelayanan yang ditetapkan oleh PTSP Kabupaten Tana 

Tidung tentu harus menjadi pegangan bagi setiap pegawainya agar dapat bekerja 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyelenggaraan layanan perizinan terpadu 

satu pintu (PTSP) dalam pelayanan perizinan di Kabupaten Tana Tidung di 

anggap telah memberikan dampak positif terhadap kesadaran masyarakat untuk 

memiliki legalitas atas kegiatan yang di \aksanakan, baik usaha maupun non 

usaha. Di sisi lain tentu ha! 1ni akan 1neningkatkan pendapatan daerah tnelalui 

biaya retribusi atas perizinan yang yang di berikan. Seperti yang di sampaikan 
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oleh Kcpala Bldang Pelayanan Perizinan Non Llsaha PTSP Kabupaten Tana 

Tidung bahwa: 

"Sejak diberlakukannya sistcn1 pelayanan terpadu satu pintu dalarn 
pc11yelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Tana Tidung din1ulai 
dari tahun 2016 yang di selenggarakan oleh Kantor P'fSP Kabupaten Tana 
Tidung dan terus berdiri hingga sekarang telah inenunjukkan peningkatan 
pelayanan na1nun ju1nlah pe1111ohonan per1zinan belum mengalami kenaikan 
yang cukup signitikan." 

Jun1lah perizinan yang tclah diterbitkan di Kabupaten Tana Tidung sejak 

diterapkannya sistcn1 pclayanan terpadu satu pintu, 1nenunjukkan bahv..'a sisten1 

pelayanan pcrizinan yang diterapkan tclC1h 111cndorong pa11isipasi n1asyarakat 

<lala1n pcnyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Tana Tii<lung. Hal ini 

di karenakan 1nasyarakat tclah memiliki kepercayaan atas pelayanan perizinan 

yang d1selenggarakan oleh PTSP Kabupaten Tana Tidung. Selain berdan1pak 

terhadap jumlah perizinan yang diterbitkan, penerapan sistem pelayanan perizinan 

terpadu satu pintu di Kabupaten Tana Tidung juga berdampak terhadap 

pendapatan Pe1nerintah Kabupaten melalui retribusi yang diperoleh dari 

masyarakat atas kegiatan yang mereka lakukan. 

Tabel 1.4 
Jumlah Penerbitan Surat Izin Pada PTSP Kabupaten Tana Tidung 

No Jenis lzin 2016 2017 2018 
I 
2 

3 

4 

IMB 
SITU 

SIUP 

TOP 

Sumber: PTSP, 2018 

60 
130 

132 
70 

40 
70 

70 
42 

56 
35 

35 

19 

Dilihat dari tabel diatas, jumlah orang yang melakukan izin usaha perdagangan 

pada tahun 2017 dan 2018 mengala1ni penurunan. Hal tersebut terjadi karena 

sc1nakin banyaknya orang 1ne1npunyai usaha perdagangan sehingga orang yang 
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baru ingin n1cn1buka usaha perdagangan 111c1niliki ketakutan untuk bcrsaing 

dengan usaha sebelumnya. Narnun jurnlah IMB rneningkat pada tahun 2018, ha! 

ini disebabkan orang yang ingin 1nemhuka usaha ha1u san1pai tahap 1nendirikan 

bangunannya. 

e. Kesamaan Hak 

Pclayanan perizina11 merupakan salah satu bagian pe11ting dala1n proses pclayanan 

puhlik, n1engingat izin akan 111en1berikan ja1ninan kea1nanan atas kegiatan yang 

dilakukan 111asyarakat. Dengan n1e1nberikan kemudahan dala1n pcrizinan tcntu 

akan 1ne1nbantu masyarakat agar 1ncntaati Undang-undang yang berlaku. 

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada dasarnya bertujuan untuk 

n1enyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dalam bentuk 

1nernpcrccpat waktu pclayanan, 1nenekan biaya pelayanan, dan tnenyederhanakan 

persyaratan. Dengan adanya pelayanan tcrpadu satu pintu masyarakat dapat 

n1emperoleh pelayanan publik yang lebih baik serta mendapatkan kepastian dan 

ja1ninan hoku1n dari formalitas yang dimiliki. 

Dalam wawancara dengan seorang yang pemah melakukan perizinan usaha yang 

1nengatakan bahwa: 

''Kalau saya ingin uzaha perdagangan saya di lindungi oleh hukum kan 
seharusnya legal dan untuk melegalkan usaha saya. Saya harus mempunyai 
surat izin usaha perdagangan dari kantor PTSP Kabupaten Tana Tidung, 
saya juga merasa 11yainan kalau sudah ada payung hukumnya.'' 

Hal tersebut diperkuat olch Kepala Bidang Perizinan Non Usaha yang 

rnengatakan bahwa : 

''Setiap masyarakat yang ingin rnelakukan usaha perdagangan harus 
mempunyai izin. Apabila terdapat masyarakat yang tidak mempunyai surat 
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izin 111aka masyarakat tersebut tclah n1elanggar ht1ku1n yang telah ditctapkan 
oleh pe1nerintah." 

Adapun dasar hukumnya berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan oleh 

pemcrintah Kabupaten Tana Tidung yaitu Pcraturan Bupati No1nor 18 Tahun 

2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada 

Penanaman Modal dan Pclayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tana l'idung. 

Peraturan l:3upat1 Non1or 30 cfahun 2013 Tcntang Pctunjuk Tcknis Standar 

Pelayanan Pe1nberian lzin Tertcntu dan Perizinan l.ainnya pada Kantor 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tana Tidung, 

Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pclayanan 

Administraasi Terpadu Kecamatan Pada Kantor Penana1nan Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Kabupaten Tana Tidung, Peraturan Daerah No1nor 04 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana 

Ti dung. 

PTSP Kabupaten Tana Tidung sebagai penyelenggara pelayanan perizinan 

terpadu satu pintu di Kabupaten Tana Tidung tentu di l1arapkan dapat 

rnenjalankan kewajibannya menyclenggarakan pelayanan perizinan dengan sistem 

yang baik dan tepat seperti yang diharapkan bersarna, baik olch masyarakat 

1naupun pemerintah. Melalui rcgulasi yang jelas dan tepat, persyaratan yang jelas, 

rnekanisme yang sederhana, \Vaktu yang lebih singk.at dan pembiayaan yang \Vajar 

dan terbuka maka proses penyelenggaran pelayanan perizinan di Kabupaten Tana 

Tidung mcnjadi lebih sederhana dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat 

disamping itu akan menjadi salah satu indikator dalam keberhasilan Pemerintah 
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Daerah menjalankan fungsinya scbagai abJi Negara 1naupun sebagai abdi 

masyarakat. 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalan1 pclaksanaan Pelayanan 

a. Faktor Pendukung dalan1 Pelaksanaan Pelayanan 

Pl'SP di PTSP Kabupatcn Tana Ti<lung 1ne1niliki 3 (tiga) faktor pendukung, 

yaitu: faktor adrninistrasi: faktor i11tcr11al kantor dan faktor fasilitas dan sarann 

prasarana kcrja. Berdasarkan Siagian dalan1 Tangkilisan (2007, h. !41) yang 

1nenge1nukakan cfcktifitas organisasi dapat diukur dc11gan beberapa indikator. 

lndikator perta1na yang mengungkapkan kcjelasan tujuan yang hendak dicapai 

sangat erat kaitannya dengan seluruh perubahan pelayanan yang dulunya herhelit

belit menjadi Pelayanan Terpadu Satu pintu yang tujuan11ya sangat jelas untuk 

memberi kemudahan kepada masyarakat ketika akan mengurus perizinan. Tanpa 

adanya tujuan yang hendak dicapai maka PTSP Kabupaten Tana Tidung belum 

dikatakan melakukan pen1bahan terhadap pelayanan yang diberikan ke 

rnasyarakat. 

Wawancara kepala bidang PTSP 

"Memang n1enurut saya tujuan PTSP sudah jelas, Penyederhanaan prosedur 

dan persyaratan sudah kan1i lakukan dan ini sen1ua didukung dengan aturan 

yang berlaku" 

Indikator berikutnya yang mengungkapkan tersedianya sarana dan prasarana 

sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan pclayanan terpa<lu satu pintu di PTSP 
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Kabupatcn Tana Tidung, karena tanpa adanya fasilitas dan sarana kerja n1aka 

PTSP Kabupaten Tana Tidung tidak dapat inclayani 1nasyarakat dengan baik. 

Wa\vancara dengan salah satu petugas pclayanan : 

"Kalau sarana dan prasarana a1ni su<lah ada. tinggal pelaksanaan pcrijinan 

yang sifUtnya on/inc yang helum <lapat ka1ni laksanakan. Kedepann):a kami 

akan 1nclaksanakun pelayanan pcrijinan <lengan systen1 onli11c'" 

Indikator terakhir erat kaitannya dengan sistetn penga\1.:asan dan 

pcngendalian yang hersifat mendidik sangat erat kaitannya dengan rasa 

kekeluargaan yang tinggi di internal PTSP Kabupaten Tana Tidung. Karena 

dengan rasa kekeluargaan yang ada di PTSP Kabupaten Tana Tidung, tanpa 

sengaja telah mendidik setiap pegawai untuk saling 1nengingatkan antara satu 

dengan lainnya dalan1 ha! kebaikan. 

"Saya rasa hubungan kerja antar pega\vai sangat baik ya. Saya melihat 

keakraban diantara mereka. Ini dibuktikan dengan kotnunikasi diantara 

mereka saya perhatikan tetap terjaga" 

Lebih lanjut dikatakan Kepala Seksi Pclayanan Non Perijinan Usaha: 

"Kalau antara kami sih disini seperti keluarga. Kami saling berbagi 

pengetahuan dan itu akan sangat berharga w~laupun karni tidak 

mendapatkannya melalui kegiatan fonnal" 

Dari wawancara tersebut, didapati basil bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 

Kabupaten Tana Tidung belutn melakukan pemenuhan kebutul1an pendidikan dan 

pelatihan <lala1n pcningkatan ko1npetensi para aparatur yang ada. 
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b. Faktor Pcnghambat dalam Pelaksanaan Pelayanan 

Adapun faktor penghambat dala1n ha! 1111 dapat 1ne1nperlambat proses 

pe1nberian pelayanan kepada 1nasyarakat. 

Dan berikut 111enurut Zeithn1al ( dalan1 Ku1nia\van, 2005 :24 ), yang 

111e11gatakan bah\va terdapat 4 jurang 1}e1nisah yang menjadi kendala di <lalam 

pelayanan puhlik yakni sebagai berikut: 

1. Tidak tahu apa scbcnamya yang diharapkan oleh 1nasyarakat. 

2. Pen1bcrian ukuran yang sa\ah dala1n pelayanan masyarakat. 

3. Keliru dalam penampilan diri dala1n pelayanan itu sendiri. 

4. Kctika mc1nbuat perjanjian terlalu berlebihan atau pengobralan. 

Adapun penjelasan lain 1nenurut Moenir (2001 :40) mengatakan bahwa 

adapun ken1ungkinan tidak adanya layanan yang memadai antara lain yakni 

seperti berikut ini : 

l. Tidak adanya atau kurangnya kesadaran terhadap tugas maupun 

kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya. 

2. Sistem, prosedur dan 1netode kerja yang ada, tidak memadai sehingga 

mekanisme kerja tidak berjalan sebagairnana mestinya. 

Faktor penghambat yang ada di PTSP Kabupaten Tana Tidung ini adalah 

adanya keterlambatan koordinasi antara pihak PTSP Kabupaten Tana Tidung 

dengan tim teknis dari dinas-dinas terkait ketika akan mengadakan eek lapangan. 

Kutipan wawancara dengan kepala seksi pelayanan perijinan usaha : 
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"Kami seringkali 111engala1ni kendala ketika akan n1en1111au 

dilapangan, tim teknis jarang berada ditempat, 1nasih harus kan1i hubungi 

melalui telepon untuk mernastikan kesediannya." 

Mcnurut tcori karakteristik koordinasi, sualu koordinasi dapat terjadi dengan 

baik apabila ada kerja satna dari masing-n1asing pihak, sehingga akan n1unctil 

suatu tujuan bersan1a yaitu tujuan bersan1a untuk 1nemberikan pclayanan yang 

tcrbaik kcpada rnasyarak<it. PTSP Kubupaten Tana Tidung JUga harus bisa 

melak11kan /oh.r dengan pimpinan ti1n teknis dari dinas-dinas terkait karena 

1nenurut teori karakteristik koordinasi, tanggung ja\vab koordlnasi terletak pada 

pimpinan. Sehingga apabila PTSP Kabupaten Tana Tidung bisa melakukan /ub.v 

kepada pimpinan, maka koordinasi antara pihak PTSP Kabupaten Tana Tidung 

dengan tim teknis dari dinas-dinas terkait akan herjalan dengan haik. 

C. Pembahasan 

1. Mekanisme Pelayanan Pcrijinan 

1). Dasar Kebijaka11 atau Perda yang digunakan 

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Tcrpadu Satu Pintu di 

Kabupaten Tana Tidung, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 04 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Tana Tidung. Dengan pcraturan Daerah tersebut didalamnya 
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terbentuk Dinas Penanan1an Modal Tenaga Kerja Transn1igrasi Jan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Selanjutnya disusun pula Pcraturan Bupati Tana Tidung Non1or 36 Tahun 

2018 Tentang Pendelegasian \Vc\vcnang Penyelenggaraan Pclayanan 

Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal cl'enaga 

J(crja "rransn1igrasi dan Pelayanan Tcrpadu Suttt Pintu Kabupaten Tana 

Tidung. lni 1nenjc11Ji dasar pcJon1an dala1n n1elaksanakan seluruh 

rangkaian kegiatan penerbitan berkas perijinan dan non perijinan usaha. 

Terdapat 97 (Se1nbilan puluh tujuh) jenis perijinan yang Jidelegasikan 

kewenangannya kepada bidan P1'SP di Dinas Penanaman Modal Tenaga 

Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Hal ini scjalan dengan Pcraturan Presidcn No. 97 tahun 2014 tentang 

Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu pintu yang mengamanatkan 

bahwa harus ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah-daerah untuk 

melaksanakan pelayanan penerbitan ijin kepada inasyarakat dalam 

menjalankan kegiatan usahanya. 

2). Bentuk Pelayanan Ya11g Diberikan 

Sebagai penyelenggara Pelayanan, Dinas Penanaman Modal Tenaga 

Kerja Transtnigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana 

Tidung telah inclaksanakan penerbitan perijinan da\am bentuk perijinan 

usaha dan non perijlnan usaha. 
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Perijinan usah diantaranya : lzin l'vtendirikan Bangunan, ljin Gangguan, 

ljin lJsaha Jasa Konstruksi. dan lain-lain. Sedangkan Pclayanan Non 

Perijinan Usaha n1cncrbitkan : Tanda DaftLlr Perussahaan, Tanda Daflar 

Gudang, Pelayanan Pengaduan. dan lain-lain. 

Dengan adanya pelayanan tcrsebut diharapkan n1asyarakat dapat 

n1cn1peroleh kcpastian legalitas hukutn tcrha<lap kcgiatan usaha yang 

telah didaftarkan pcr1jinannya. 

3). Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Untuk l\.lcmpcroleh 

Pelayanan 

Untuk memperoleh pelayanan perijinan ada persayaratan yang harus 

dipenuhi oleh pe1nohon. Persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan 

tcrtuang dala1n daftar ceklist yang disediakan pada bagian pemrosesan 

perijinan Dinas Penana1nan Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung. 

Pemenuhan pcrsyaratan menjadi salah satu faktor penting dalam 

pe\ayanan penJ1nan. Bcrkas pendukung sangat dipcrlukan untuk 

me1nenuhi data pemohon yang akan dihimpun dalam satu kesatuan 

pelaksanaan penerbitan perijinan. Data pemohon yang diperlukan sa\ah 

satunya akan menjadi dasar data yang akan tercantum dalam berkas 

perijinan dan dalam pelaksanaan peninjauan lokasi. 
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4). J\lekanisn1e/Prosedur Pela)·anan Perizinan 

Prinsip pelayanan publik dalam KEPMENPAN No1nor 63/KEP/M.PAN 

/7/2003 tentang Pedoinan Un1un1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

1nen-jelaskan kcscdcrhanaan tncrupakan ha! yang harus ditcrapkan. 

Kesederhanaan tersebut berupa kcsederhanaan prosedur pelayanan yang 

di susun seden1ikian rupa agar tidak herbelit-helit sehingga rnudah untuk 

<lipahami <lan <lilaksanakan. 

Birokrasi per1z1nan n1erupakan salah satu pennasalahan yang menjadi 

kcndala bagi perkembanga11 dunia usaha di Indonesia pada umumnya dan 

khususnya di Kabupaten Tana Tidung. Masyarakat dan kalangan dunia 

usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perizinan oleh pemerintah 

yang tidak mcmiliki kejelasan prosedur, berbelit-belit, tidak transparan, 

waktu pemrosesan yang tidak pasti dan tingginya biaya yag harus 

dikeluarkan terutama berkaitan dengan biaya-biaya yang tidak resmi. 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan penyederhanaan prosedur 

pelayanan gun a menjalankan am an at kepmenpan 

no.63/kep/m.pan/7 /2003 tersebut. Peningkatkan kualitas pelayanan 

perizinan yang berorientasi kcpada kebutuhan dan tuntutan masyarakat 

dapat diwujudkan dengan mengembangkan fasilitas pelayanan yang 

berorientasi pada kemudahan akses layanan, baik melalui pe1nenuhan 

sarana dan prasarana yang memadai, penerapan teknologi infonnasi 

berbasis komunikasi, pengembangan outlet-outlet pelayanan terpadu 
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yang 1nendckatkan lokasi konsu1ncn. pelayanan hergerak (n1ohilc 

service) maupun dengan penge1nbangan SOM yang 1nc1niliki kotnpetensi 

dan kon1it1nen terhadap kepuasan konsu1nen. 

2. Pela~'anan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Tana Tidung 

I). Transparansi 

Keterbukaan dala1n pelayanan perijinan di PTSP Kabupatcn ·rana 

Tidung telah dilaksanakan, baik itu dalan1 bentuk keterbukaan layanan 

maupun keterbukaan informasi. Na1nun masih perlu adanya peningkatan 

keterbukaan dala111 hal kapan penyelcsaian bcrka perijinan yang 

dikeluhkan oleh pemohon. Transparansi di PTSP Kabupatcn ·rana 

Tidung telah memenuhi 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh 

Humanitarian Forum Indonesia (HFI). 

Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses 

atau kebebasan bagi sctiap orang untuk memperoleh informasi tentang 

penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, 

proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Melihat dari pelaksanaan 

penerbitan perijina11 yang dilakukan di Kabupaten l'ana 'fidung tclah 

menjalankan prinsip ini. Dimana telah dilakukan pemberian informasi 

baik lisan dan tulisan maupun melalui media elektronik. 

Didjaja (2003 :261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah 

dalam membuat kebijakan- kebijakan sehingga dapat diketahui oleh 

masyarakat. Transparansi pada akhimya akan 1nenciptakan akuntabilitas 
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antara pen1erintah dengan raky<1t. Kcscderhanan yang din1aksud disini 

adalah proses pelayanan publik yang tidak berbelit belit, inudah dipahan1i 

dan rnudah di mengerti. 

PTSP di Kabupaten Tana Tidung tclah n1en1berikan 

penyederhanaan pcrijinan. diantaranya adalah dengan mengurang1 

beherapa persyaratan yang dianggap tcrlalu banyak. Hal ini diharapkan 

dapat n1enperccpat dalan1 proses pelaksanaan pcnerbitan hcrkas 

pcr1J1nan. 

2). Akuntabilitas 

Menurut Syahrudin Rasul ( 2002 : 8 ) akuntabilitas adalah 

kemampuan mcmberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas 

tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap rnasyarakat luas 

dalam suatu organisasi. 

Kemudahan yang telah diberikan dala1n hal persyaratan 

penyelenggaraan perizinan ini tentu dapat 1nemberikan dorongan positif 

bagi masyarakat di Kabupaten Tana Tidung untuk lebih percaya kepada 

pihak penyelenggara perizinan, dala1n ha! ini PTSP Kabupaten Tana 

Tidung. 

Dalam hal ini PTSP Kahupaten Tana Tidung mampu 1nemberikan 

layanan dan jawaban atas kehutuhan 111asyarakat Hal ini dapat dibuktikan 

telah terselenggaranya PTSP di Kabupaten Tana Tidung. 
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Tcrlaksananya PTSP di Kabupatcn Tana Tidung tcrus didukung 

dengan ke1nampuan dalam mcmberikan pelayanan yang baik. Hal ini 

sudah tcrlaksana. na1nun tetap harus ada peningkatan dala1n setiap 

tahunnya. 

Akuntabilitas yakni para pcnga1nbil kcputusan dalan1 organ1sas1 

scktor publik. s\vasta serta 1naS)'arakat 1nadani 111cn1iliki 

perta11ggungja\vaban (akuntabilitas) kcpada puhlik (1nasyarakat un1um) 

sebaga1111ana halnya pada pen1ilik kcpcntingan (Hadi, 2006: 150). 

Pada dasamya Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupatcn Tana 

Tidung bcrtanggungjav.·ab secara penuh terhadap bentuk pelayanan yang 

diberikan dan n1enja1nin lcga\itas perijinan yang diterbitkannya. Hal ini 

harus tetap menjadi kornitmen <lala1n pelaksanaan pelayanan. 

3). Kondisional 

Indikator penentu keberhasilan poenyelenggaraan pelayanan adalah 

pelayanannya yang tepat dapat diterima. Faktor kualitas SOM didalam 

terselenggaranya pclaksanaan PTSP di Kabupaten Tana Tidung juga 

menjadi factor penting. Baik itu kualitas kemampuan dalam melayani 

inaupun perilaku yang dimiliki oleh aparat pelayanan. 

Dari analisa saya jumlah pegawai juga menjadi perhatian 

dikarcnakan ju1nlah pegawai tidak sesuai dengan jumlah perijinan yang 

diterbitkan. Setidaknya perlu dipertimbangkan dari 97 (sembilan puluh 

tujuh) jcnis ijin, harus ada pe1nbagian yangjelas dalam menangani setiap 

ljll111Ya. 
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Pendid1kan dan pclatihan juga 1nenjadi ha\ yang perlu dilaksanakan 

<lala1n peningkatan kua!itas aparat pelayanan. lni berbanding lurus 

dengan apa yang 1nenjadi dasar pelayanan. 

tv1anfaat Pendidikan dan Pelatihan: (I) Mengurangi dan 

1ncnghilangkan kine1ja yag buruk; (2) Meningkatkan produktivitas; (3) 

Mcn1bentuk sikap. loyalitas, da kerja sa1na y·ag lebih 1nenguntungkan; (4) 

Mc1ncnuhi kebutuhan percncanaan su111bcrdaya 111anusia; (5) Mengurangi 

frckucnsi dan hi a ya kccclakaan kerja; ( 6) t-.1en1bantu karya\van dalan1 

pcningkatan dan pcngc1nbangan prihadi 1nereka. Kelemahan dala1n 

sistcn1 pendidikan dan pelatihan yang ada saat ini adalah pendidikan dan 

pelatihan tidak dikaitkan dengan siste1n analisis jabatan sehingga 

pendidikan dan pelatihan tidak mampu mengupgrade kemampuan 

pegawai dala111 pelaksanaan tugasnya karena tidak sesuai antara mate1i 

pendidikan dan pelatihan dengan kcbutuhan pegawai. 

4). Partisipatif 

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung mcndorong partipatif 

1nasyarakat dalam 1nelakukan pendaftaran perijinan terhadap usaha yang 

dimiliki olch 1nasyarakat. Baik melalui lisan dan sosialisasi, maupun 

melalui media cetak. 

Namun dari basil penelitian yang ada, pada kenyataannya animo 

masyarakat semakin menurun dalam sctiap tahunnya. Menurut peneliti, 

ini diindikasikan bahwa geografis wilayah Kabupaten Tan Tidung 

1ncnjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat enggan mengajukan 
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pelayanan penJlnan. Walaupun pe1nerintah Kabupaten 'f'ana Tidung 

tclah n1enetapkan biaya pengurusan pclayanan perijinan adalah gratis. 

Perlu adanya pe1nbenahan dalarn mensosialisasikan pelayanan 

per1_pnan kepada masyarakat agar lebih proaktif dalam mclaksanakan 

per1J1nan. Mungkin akan lebih baik juga bila ada pcn1berian pelayanan 

dengan cara jemput bola sehingga 1nasyarakat akan bcrpartisipasi dala1n 

111cndafl:arkan perijinan untuk bangunan dan usahanya. 

5). Persamaan Hak 

Pada dasamya masyarakat menginginkan \egalitas hukum pada usaha 

yang ditnilikinya. Pemerintah rnelalui PTSP Kabupaten Tana Tidung 

tnenjalankan pelayanan dengan standar yang jelas. Didasarkan pada 

aturan yang ada sebagai payung huku1nnya. Adanya standar pclayanan 

dan regulasi ini diharapkam pelayanan tidak hanya menyasar kepada 

1nasarakat kelas ba\vah, tetapi seluruh masarakat 1nendapat perlakuan 

yang sama, legalitas pcrijinan yang sama, penyelesaian perijinan sesuai 

dengan ketentuannya. 

3. Faktor-Faktor Penghambat PTSP 

Kendala utama dala1n pelayanan perIJinan adalah kurangnya aparatur 

dalam 1nelaksanakan pelayanan perijinan. Kecakapan aparatur menjadi 

faktor yang harus dipenuhi. Kompetensi pegawai sering mcnjadi salah satu 

pcnghambatnya. 
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Adapun pcnjclasan lain 1nenurut Mocnir (2001 :40) n1engatakan bah\va 

adapun kemungkinan tidak adanya layanan yang 1nc1nadai antara lain yakni 

seperti bcrikut ini : 

I. Tidak adanya atau kurangnya kcsadaran terhadap tugas 1naupun 

ke\vajiban yang 1nenjadi tanggungja\vabnya. 

2. Sistem, proscdur Jan 1netode kcrja yang ada. tidak me1nadai 

sehingga 111ckanisn1e ke1ja tidak bcrjalan scbagain1ana n1estinya. 

Jika dilihat dari uraian yang ada, peneliti menyimpulkan kurangnya 

kesadaran terhadap tugas maupun kewajiban yang menjadi tanggungjawab 

aparatur 1nenjadi faktor utan1a sebagai kendala dalam pelayanan di PTSP 

Kabupaten Tana Tidung. Hal ini 111enyebabkan sistem, dan cara kerja yang 

ada menjadi tidak mcmadai sel1ingga tnekanisme kerja tidak berjalan 

sebagai1nana mestinya. 
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BAB\' 
PENUTUP 

A. f(esin1pulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakuk<Jn pcncliti terkait analisis sisiten1 

pclayanan pctizinan terpadu di Kabupaten Tana Tidung , diperoleh kcsitnpulan 

bah\va : 

I. tv1ckqani1ne 

2. Siste111 pelayanan periLinan di PTSP Kabupatcn Tnna Tidung dapat dilihat 

dari n1ekan1s1nc pclayanan perizinan dan i1nplcn1entasi standar pelayanan 

n1clalui indicator 1) Transparansi, 2) Akuntabilitas, 3) KondisionaL 4) 

Pa1iisipatif dan 5) Kesa1naan Hak. Didapatkan hasil bahwa masih terdapat 

kelen1ahan-kele1nahan pada indikator Transparansi, Kondisional dan 

Partisipatit: 

3. Faktor-faktor yang 1nempengaruhi pclaksanaan pelayanan perizinan terpadu 

di Kahupaten Tana Tidung. Dalam penyelenggaraan system pelayanan 

terpadu satu pintu di PTSP Kabupaten Tana Tidung, terdapat banyak faktor 

yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan pelayanan perizinan. 

I) Kcbijakan pemerintah/aturan tentang pelaksanaan pelayanan perizinan 

terpadu satu pintu, terlihat dengan cukup banyaknya aturan hukum yang 

1nendukung pelayanan pcrizinan terpadu satu pintu baik di tingkat pusat 

maupun di tingkat lokal, yaitu Kabupaten Tana Tidung sendiri. Hal ini 

tentu akan memberikan pedoman yang jelas dan sistematis dalam 

pelaksanaan pelayanan perizinan. 
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2) Sun1hcr daya n1anusia berkualitas yang din1iliki oleh PTSP Kabupaten 

Tana Tidung dianggap kurang dan helum 111aksi1nal dalam 

penyclcnggaraan PTSP. Hal ini berin1bas kepada pe1nbgian kerja yang 

tidak optimal.. 

3) Partisipasi 1nasyarakat dalatn penyelenggaraan pclayanan perizina11, baik 

dcngan tcrus mengadakan perizinan atas usaha ataupun bangunannya, 

n1aupun n1elalui pcnilaian positif tcrha<lap layanan perizinan yang 

diselenggarakan, dan ha] tersebut tentu akan 1nenjad1 1notiv·asi bagl P'J'SP 

Kabupatcn Tana Tidung untuk 1nemherikan pelayanan yang baik dan 

berkualitas bagi tnasyarakat. 

4) Sarana dan prasarana pclayanan di PTSP, dalam hat ini masih adanya 

beberapa kekurangan dalam kelengkapan sarana pelayanan 1naupun 

sarana kerja bagi pegawai di PTSP Kahupaten Tana Tidung. Hal ini 

tentu rnenjadi kendala untuk 1nernaksin1alkan kinerja pelayanan pcrizinan 

di PTSP Kabupaten Tana Tidung. 

B. Saran 

I. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan ko1nunikasi antara PTSP dengan 

SKPD terkait perizinan yang diselenggarakan oleh PTSP Kabupaten Tana 

Tidung. agar tercipta kesepaharnan bersarna rnengenai tugas, fungsi, dan 

\\lewenang mas1ng-mas1ng. 

2. Perlunya adanya penambahan aparat pelaksana di PTSP Kabupaten Tana 

Tidung, agar pembagian kerja dapat berjalan dengan baik dan tentunya sesuai 
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dengan syste1n perekrutan yang telah di atur dala1n Undang-undang yang 

berlaku. 

3. Perlu a<lanya }Jendidikan dan pelatihan yang dapat 1neningkatkan kiner:ja 

pegav.,rai dalan1 pelaksanaan aplikasi pcrizinan online SICANTIK, SPIPISE, 

ataupun OSS agar pelayanan publik pada PTSP KTT setnakin baik 

4. Sarana da11 prasarana yang ada di PTSP Kabupaten Tana Tidung perlu untuk 

di lcngkapi, agar !ebih 1ncndukung kincrja para aparat pclaksana pelayanan 

<lan 1neningkatkan kenyamanan bagi 1nasyarakat pengguna layanan. 
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La1npiran I 

JENIS-JENIS PERIJINAN DAN NON PERIJINAN 

1. Pendaftaran Penanaman Modal 

2. lzin Usaha Pcnana1nan Modal 

3. Surat Izin Te1npat Usaha 

4. Tanda Daftar Perusahaan 

5. Surat Izin Usaha Perdagangan 

6. Izin Sarang Burung Wa\et 

7. Jzin Mendirikan Bangunan 

8. Izin lJsaha Jasa Konstruksi 

9. Izin Penyelcnggaraan Reklan1e 

10. lzin Penggunaan Lokasi Pedagang Kaki Li1na 

11. Izin Usaha Industri Kccil 

12. lzin Usaha Industri Mencngah 

13. Izi11 Usaha lndustri Besar 

14. Izin Usaha Perluasan Usaha lndutri Kccil 

15. Izin Usaha Perluasan Usaha lndustri Mencngah 

16. Izin Usaha Perluasan Usaha Industri Besar 

17. Tanda Daftar lndustri 

18. Tanda Daftar Gudang 

19. Perpanjang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 

20. lzin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja 

21. Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja 

22. Surat Izin Usaha Lembaga Pene1npatan Tenaga Kerja Swasta 

23. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Usia Dini, Dasar, dan Non Fonnal 

24. Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sckolah 

25. Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata 

26. Izin Usaha Agen Perjalanan Wisata 

27. Izin lJsaha Rumah Makan / Restoran 

28. lzin Usaha Bara 

29. lzin Usaha Kafe 

30. Izin Usaha Pusat Penjualan Makanan meliputi usaha stand makanan dan 

rninuman Kantin, catering, warung kopi, dan lain lain 
31. Izin Usaha Jasa Boga mcliputi took roti, donut kue, 1ninuman dan makanan 

lainnya 

32. lzin Usaha Hotel 

33. lzin lJsaha Bumi Pertkemahan 

34. lzin Usaha Persinggaha11 Karyawan 

35. Izin Usaha Villa 
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36. Izin Usaha Pondok \V'isata 

37. lzin Usaha Wis1na 

38. Izin Usaha Gelanggang Olahraga 1neliputi lapangan golt: rumah billiard, 

gelanggang renang. lapangan tenis. la])angan bulutangkis, lapangan futsal. 

sirkuit motor dan gelanggang bo\vling, pusat kehugaran jas1nani (fitness 

center) 

39. lz1n llsaha Gelanggang Seni 111eliputi SIB. Jenis usaha. sanggar scni. galeri 

seni, gedung pertunjukan seni 

40. L!:in Usaha Arena Pem1ainan ineliputi game onlinc, gatnc zone, gelanggang 

pennainan dan ketangkasan 

41. lzin Usaha Hibur<1n M<1hHn n1eliputi sub jenis usuha kclab 1nalan1, diskotik 

pub 

42. lzin llsaha Panti Pijat 

43. lzin lJsaha ·ran1an J{ekreasi n1eliputi sub jenis ta1nan bcnnain 

44. Izin Usaha Karaoke Keluarga 

45. Izin llsaha Jasa l!nprcsariat dan Pro1notor 

46. Izin Usaha Kos-kosan 

47. Izin Usaha Salon Kecantikan 

48. lzin Usaha Kolan1 Renang 

49. Izin Pendirian Klinik 

50. lzin Operasional Klinik 

51. lzinApotek 

52. Izin Praktik Apoteker 

53. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefannasian 

54. Izin Kerja Tenaga Pengobatan Ko1nplementer Altcmatif 

55. Izin Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer Altcmatif 

56. lzin Praktik Refrakionis Optien 

57. Izin Praktik Optometris 

58. lzin Praktik Bidan 

59. lzin Praktik Keperawatan 

60. Jzin Kerja Perawat 

61. lzin Praktik Dokter 

62. Izin Praktik Tenaga Gizi 

63. lzin Kerja Tenaga Gizi 

64. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik 

65. lzin Praktik Fisioterapis 

66. Izin Kerja Fisioterapis 

67. Izin Kerja Radiografer 

68. Izin Kerja Perawatan Gigi 

69. Izin Praktik Perawat Gigi 

70. Izin Praktik Elektromedis 

71. Izin Kerja Tenaga Sanitarian 
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72. Izin Pn:iktik Okupasi T erapis 

73. Izin Praktik Tera.pis Wicara 

74. Izin Kerja Terapis Wicara 

75. Izin Kcrja Tcknisi Gigi 

76. Izin Praktik Penata Anastesi 

77. lzin Kerja Ortotis Protestetis 

78. Izin Praktik Ortotis Protestetis 

79. Izin Kerja Perekatn Medis 

80. Izin Pengobatan Tradisional 

81. Surat Terdaftar Pengobat 'fradisional 

82. Surat lz1n l\.1cnyiinpan Obat Untuk Dacrah Tcrpcncil 

83. lzin Mcn<lirikan Ru1nah Sa.kit 
84. lzin Operasional Puskesmas 
85. lzin 'foko Obat 

86. lzin Operasional Laboratoriu1n 

87. Izin Operasional Ru1nah Sa.kit 

88. Izin Optik dan lzin Lahoratoriun1 Optik 

89. Surat lzin lnsidcntil Rcko1nendasi Sifat Kcndaraan 

90. Surat lzin lJsaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan 

91. Surat lzin Usaha Petikanan 

92. lzin Usaha Perkebunan 

93. lzin Pembukaan Lahan 

94. Surat "fanda Daftar Usaha Perkebunan 

95. lzin Pemotongan Hewan 

96. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan 

97. Izin Lokasi 
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La1npiran II 

PEDOMAN WAWANCARA MEND ALAM 

(IN DEPTH INTERVIEW) 

A. Jadv.'al Wa\vancara 

B. 

c. 

1. Hari I tanggal 

11. Waktu 

ldentitas lnfon11an 

I. Na1na 

2 Jcnis Kcla1ni11 

3. Usia 

4. Jabatan 

5. Unit Kerja 

Pertanyaan Penclitian 

I. Bagaimana Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Tana Tidung 

I. a. Apa kebijakan pelaksanaan PTSP di Kabupaten Tana Tidung? 

I. b. Bagaimana Implementasi dari kebijakan yang ada? 

1. c. Apa ha1nbatan dru1 tantangan dalru11 implementasi kebijakan yang 

ada? 

I. d. Apakah pelaksanaan PTSP 1111 sudah disosialisasikan kepada 

masyarakat? 

2. Faktor-faktor penghambat dalam penyelenggaraan PTSP 

2. a. Batgaimana alur pelayanan perizinan di PTSP Kabupaten Tana 

Ti dung? 

2. b. Bagaimana kualitas pugawai yang ada_ '? 

2. c. Bagai1nana a11imo masyarakat terhadap PTSP dalam ha! pengajuan 

perizinan? 
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La1npiran Ill 

A. 

B. 

c. 

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM 

(IN DEPTH INTERVIEW) 

Jad\val Wa\vancara 

I. Hari / tanggal 

2. Waktu 

Identitas Infonnan 

I. Nan1a 

" Jenis Kela1nin 

3. Usia 

4. Pekerjaan 

Pertanyaan Penelitian 

I. Menurut anda bagai1nana pelayanan di PTSP Kabupaten Tana Tidung 

2. Bagaimana ketepatan dan kecepatan proses pelayanan 

3. Bagaimana perilaku pegawai dala1n 1nelayani 

4. Menurut anda apakah ada pcrbcdaan layanan pada kriteria tertentu, 

misalnya dari perbedaan suku, rasa tau golongan? 
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